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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 41/ ¢ / 375 {ober o/

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN USAHA
PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PEMBERDAYAAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

. a. bahwa dalam menjamin  Kkeberhasilan dan  kelancaran

pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  Kabupaten Sukoharjo
perlu  dilaksanakan  monitoring pengendalian  terhadap
pelaksanaannya;

. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kkeglatan sebagaimana

dimaksud dalam hurut a, perlu membentuk Tim Monitoring
Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga °~ Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



D.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 344 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
457 8);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

10.

11.

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 206 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 18);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3.

MEMUTUSKAN :

. Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan inil.

. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud

ETIGA

KEEMPAT

diktum KESATU adalah :

a. melakukan monitoring guna mengumpulkan data terhadap
pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo,

b. membuat analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Usaha
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga; dan

c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya untuk selanjutnya
menjadi bahan laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Sukoharjo.

. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1.

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Jawa Tengah di Semarang;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukohar)o;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

5. Kepala Badan/Dinas/Bagian yang terkait di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

7. Tim yang bersangkutan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal # pMaret #0417

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



4.

Lampiran

Nomor
Tanggal

. Keputusan Bupati Sukoharjo

SUSUNAN TIM MONITORING PELAKSANAAN USAHA
PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2017
— KEDUDUKAN -
NO JABATAN / SATUAN KERJA DALAM PANITIA KETERANGAN
1. | Sekretaris Daerah  Kabupaten | Penanggungjawab | Bertanggung jawab
Sukoharjo terhadap
pelaksanaan
kegiatan
2. | Kepala Dinas Pemberdayaan | Ketua Bertanggung jawab
Masyarakat dan Desa Kabupaten terhadap seluruh
Sukoharjo pelaksanaan
kegiatan
3. | Kepala Bidang Pengembangan | Sekretaris Bertanggung jawab
Ekonomi Desa, Sarana Prasarana di bidang
Lingkungan, Sumber Daya Alam Kesekretariatan
dan Teknologi Tepat Guda pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sukoharjo
4. | Kepala Seksi Pengembangan | Anggota Bertanggung jawab
Ekonomi Desa pada  Dinas sesual bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan tugasnya
Desa Kabupaten Sukoharjo
S Kepala Seks1 Sarana Prasarana, | Anggota Bertat}gg.ung Jawab
Lingkungan dan Sumber Daya sesuai bidang
Alam pada Dinas Pemberdayaan tugasnya
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sukoharjo
©. Kepala  Seksi Pengembangan | Anggota Bertar}gg.ungjawab
Teknologi Tepat Guna dan Sektor sesual bidang
Informal pada Dinas tugasnya
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sukoharjo
7. | 1 (satu) Orang Kelompok Kerja II | Anggota Bertanggung jawab
Tim Penggerak Pemberdayaan sesuai bidang
Kesejahteraan Keluarga tugasnya
Kabupaten Sukoharjo
8. | Agus Haryanto,SE Anggota Bertanggung jawab
Fungsional Umum | sesual bidang
Pengadministrasi Kegiatan Pada tugasnya

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA




